
BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR ft TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun
2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan
tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan kepala
daerah.

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026.

9. Rencana Keija Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kineija
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil
saat perencanaan dibuat.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, beijangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 4 (empat) Tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dan
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
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16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka keija untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/
sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

19. Indikator Kineija adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kineija suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah
keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat
dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalam satu program.

20. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.

23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
DPRD.

24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 4 (empat) tahun.

25. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

26. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK
adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan
daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun
2023 sampai dengan 2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP



(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD
memperhatikan :
a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-

2024;
b. Evaluasi hasil capaian kineija tujuan, sasaran dan hasil (outcome)

Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD
sarnpai dengan tahun 2021;

c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan
sarnpai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);

d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) perangkat daerah;

e. Kebijakan nasional;
f. Regulasi yang berlaku;
g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder)

pembangunan daerah.

Pasal 3

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pekeijaan Umum dan PR
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
f. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
g. Dinas Perkebunan dan Petemakan
h. Dinas Penanaman Modal, PTSP
i. Dinas Perikanan
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
k. Dinas Lingkungan Hidup
1. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA
m. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
n. Dinas Ketahanan Pangan
o. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
p. Dinas Sosial
q. Dinas Perhubungan
r. Dinas Komunikasi dan Informatika
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
t. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
v. Badan Penelitian dan Pengembangan
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
y. Badan Kesbang dan Politik
z. Inspektorat
aa. Sekretariat DPRD
bb. Sekretariat Daerah
cc. Kecamatan Sumber Jaya
dd. Kecamatan Way Tenong
ee. Kecamatan Sekincau
ff. Kecamatan Belalau
gg. Kecamatan Batu Brak
hh. Kecamatan Balik Bukit
ii. Kecamatan Sukau



kk. Kecamatan Gedung Surian
11. Kecamatan Kebun Tebu
mm. Kecamatan Air Hitam
nn. Kecamatan Pagar dewa
oo. Kecamatan Batu Ketulis
pp. Kecamatan Bandar Negeri Suoh
qq. Kecamatan Lumbok Seminung

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Renstra PD digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila :
a. Teijadi perubahan RPD;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian

antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang

signifikan antara target dan pencapaian kineija sarnpai dengan tahun
beijalan;

d. Teijadinya perubahan yang mendasar;
e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal teijadi kebijakan
nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja tahun
pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2S VVIard
BUPATI LAMPUNG BARAT.

MABSUS
Diundangkan di Liwa
pada tawggal '— frwd 2022

/ Pj. SEKRETARIS DARRAH
/kabupaten lampun^Marat,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR ft

jMO| JAE b


